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Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas 
berkat dan inayah-Nya sehingga segala halangan yang penulis hadapi 
dalam merampungkan skripsi ini dapat penulis hadapi dengan berbesar 
hati dan ikhtiar sehingga skripsi ini dapat teselesaikan sesuai dengan 
waktu yang ditentukan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus 
dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk melaksanakan ujian akhir demi 
mencapai gelar Sarjana Hukum pada Bagian Hukum Masyarakat dan 
Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan 
akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas. 
Seperti kata pepatah tiada gading yang tak retak, penulis 
menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, masih ada 
kekurangan-kekurangan yang diakibatkan keterbatasan pengetahuan 
dan pengalaman penulis. Sehingga penulis sebagai manusia biasa 
yang tidak luput dari kesalahan, siap menerima kritik dan saran yang 
membangun dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini lebih baik 
karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan dengan adanya 
kritik dan saran dari berbagai pihak, penulis berharap dapat 
menambah pengetahuan penulis dalam bidang ilmu pengetuan yang 
penulis geluti. 
Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua 
tercinta A.Jamal Marwan, S.Pd. dan A.Suhartini, S.Pd. yang selalu 
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Andi Afrianty (B11109009) Implikasi Asas Sederhana, Cepat, dan 
Biaya Ringan dalam Hubungannya dengan Gugatan Perceraian di 
Pengadilan Agama Makassar, dibimbing oleh  Musakkir sebagai 
Pembimbing I  dan Hasbir Paserangi sebagai Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi asas sederhana, 
cepat dan biaya ringan dalam hubungannya dengan gugatan perceraian di 
Pengadilan Agama Makassar dan selain itu juga bertujuan untuk 
mengetahui keterkaitan antara pelaksanaan asas sederhana, cepat dan 
biaya ringan oleh hakim dengan kultur hukum masyarakat. 
Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta yang telah penulis 
dapatkan, maka penulis berkesimpulan  bahwa pertama, asas sederhana, 
cepat dan biaya ringan sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
Namun, cepatnya proses berperkara menyebabkan diabaikannya proses 
mediasi sehingga meningkatkan jumlah gugatan cerai yang masuk di 
Pengadilan Agama Makassar.. Kedua, hakim pada Pengadilan Agama 
Makassar, tidak terlalu mempertimbangkan kultur hukum sebagai 
pertimbangan dalam mengambil putusan. 
Adapun penulis menyarankan dalam upaya mengimbangi implikasi 
penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yaitu peningkatan 
jumlah gugatan perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar 
sebaiknya upaya-upaya mendamaikan kedua pihak dalam perkara 
perceraian lebih dioptimalkan yaitu dengan menjalin kerjasama dengan 
instansi-instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga seperti 
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) yaitu 
berupa penyediaan fasilitator  untuk memberikan penyuluhan dalam 
bidang keluarga sejahtera, perlindungan perempuan dan anak, serta 
dalam bidang pengarusutamaan gender. Selain itu, penulis juga 
menyarankan seharusnya hakim tidak boleh berpendapat bahwa 
perceraian itu hanya masalah hati semata maka kultur hukum sebaiknya 
diperhatikan dalam melakukan upaya perdamaian antara pihak dalam 
perkara perceraian. 
 








Andi Afrianty (B11109009) Implications of Simple, Fast and Low 
Cost Principle Related to the Divorce Petition at Makassar Religion 
Court, guided by Musakkir as Supervisor I and Hasbir Paserangi as 
Advisor II. 
This research purpose to find out the implications of simple, fast and 
low cost principle related to the divorce petition at Makassar Religion Court 
and also to find out the relationship between the implementation of simple, 
fast and low cost principle by the judges with the legal culture. 
Based on the analysis of data and facts that have been writers get, 
the author concluded that first, simple, fast and low cost principle has been 
implemented as it should but because of that mediation process is ignored 
so that divorce petition increasing. Second, the judges at the Makassar 
Religion Court are not too considering legal culture for consideration in 
taking decisions. 
The authors suggest to offset the implications of simple, fast and 
low cost principle that increasing the number of divorce petition at 
Makassar  Religion Court, the effort to reconcile both side in divorce case 
should be optimalized by cooperate with institutions what related to family 
welfare, such as National Institution of Population and Family Planning 
(BKKBN), Institution of Women Empowerment and Family Planning 
(BPPKB) to provide facilitators who give counseling about family welfare, 
women and child protection, and also gender mainstreaming.In addition, 
the authors also suggested the judge should not conclude that divorce just 
a matter of the heart, so the legal culture should be considered in efforts to 
reconcile both side in divorce case. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Secara harfiah kata “Perkawinan” berasal dari istilah bahasa 
Indonesia sedangkan “pernikahan “ berasal dari istilah bahasa arab,  istilah 
ini mengandung pengertian yaitu suatu aqad suci yang dilakukan antara 
seorang perempuan dan seorang lelaki atas dasar kerelaan dan kesukaan 
keduanya dengan tujuan membentuk keluarga sakinah ,  mawaddah dan 
warrahmah. 
Hal ini juga merupakan sunnah Rasulullah S. A. W  yang tinggi 
derajatnya dan luhur nilainya,  sehingga Islam sangat menganjurkan 
perkawinan atau pernikahan ini dilakukan bagi yang telah mempunyai 
kemampuan agar seorang muslim dapat menjauhkan dirinya dari segala 
dorongan syahwat yang dapat mendekatkannya dengan perbuatan zina.1 
Perkawinan merupakan salah satu perwujudan sifat manusia 
sebagai mahluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa adanya orang lain. 
Melalui perkawinan manusia melahirkan suatu ikatan yang disebut 
keluarga dan dalam keluarga itu pula tercipta rasa saling cinta dan saling 
bekerjasama untuk mewujudkan tujuan perkawinan.
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Hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia adalah 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 
                                                             
1 http://m00y5u5ak.wordpress.com/2010/03/18/tentang-perkawinan/. Diakses tanggal 5 
November 2012  
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1 undang-undang tersebut yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan 
lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan bunyi pasal 
tersebut maka jelaslah bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa. 
Dalam hukum acara terdapat asas yang diterapkan dalam proses 
peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana 
merupakan proses yang mudah dipahami oleh masyarakat tanpa adanya 
formalitas-formalitas yang berbelit-belit. Cepat dalam hal ini yaitu proses 
peradilan yang berjalan tanpa adanya hambatan. Sedangkan biaya ringan 
dimaksudkan yaitu biaya perkara yang dapat dipikul oleh masyarakat agar 
mereka tidak segan untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan. 
Pada proses perceraian yang diterapkan adalah asas mempersulit 
perceraian yaitu jika ingin melakukan perceraian perlu adanya alasan-
alasan yang dapat diterima oleh pengadilan. Asas ini bertujuan untuk 
mempertahankan ikatan perkawinan antar pasangan suami istri demi 
mewujudkan  keluarga bahagia dan kekal sesuai dengan tujuan 
perkawinan. 
Berdasarkan penjelasan di atas asas sederhana, cepat dan biaya 
ringan justru bertentangan dengan asas mempersulit perceraian karena di 
lain pihak asas cepat, sederhana dan biaya ringan bertujuan untuk 
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mempermudah jalannya proses peradilan termasuk peradilan kasus 
perceraian. Sedangkan di sisi lain asas mempersulit perceraian justru 
menghambat jalannya proses perceraian karena dibutuhkan alasan-alasan 
yang dapat diterima oleh pengadilan barulah perceraian dapat  
dilaksanakan. 
Kemudahan yang diberikan oleh asas sederahana, cepat dan biaya 
ringan tentunya akan berpengaruh pada tingkat perceraian. Dengan 
dimudahkannya proses perceraian tentu akan mengakibatkan 
meningkatnya gugatan cerai di pengadilan karena masyarakat tidak segan 
untuk mengajukan gugatan cerai. Setiap permasalahan yang terjadi dalam 
rumah tangga dapat diselesaikan dengan mudah melalui perceraian. 
Maka dari itu perlu adanya tinjauan terhadap masyarakat Indonesia 
yang memiliki budaya kawin muda. Budaya ini bahkan didukung oleh 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu dalam 
Pasal 7 ayat (1) disebutkan usia seseorang agar dapat melangsungkan 
perkawinan adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Bahkan 
dalam ayat (2) pasal tersebut diberikan dispensasi terhadap 
penyimpangan terhadap ayat (1). Dalam artian seseorang dapat 
melangsungkan perkawinan dalam usia belasan tahun. Berdasarkan 
Sesuai data terakhir Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 
Anak dan Keluarga Berencana Pemprov Sulsel tahun 2011 lalu 
menyebutkan, pernikahan di bawah umur di Sulsel persentasenya 
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memang sangat besar hingga 45 persen, mulai dari kategori usia di bawah 
umur ini yakni 10-18 tahun.3 
Kondisi ini berdampak pada tidak stabilnya keadaan jiwa. Usia 
belasan tahun adalah usia dimana jiwa seseorang bisa dikatakan belum 
stabil alias meledak-ledak. Sedangkan perkawinan membutuhkan 
kedewasaan seseorang baik secara fisik maupun mental agar pasangan 
yang dapat mengerti tanggung jawabnya masing-masing dan dapat 
mempersiapkan diri dalam hidup berkeluarga untuk mewujudkan keluarga 
atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa.4 Dalam menjalani kehidupan berumah tangga,  tentunya 
banyak masalah yang kemudian timbul akibat dari adanya perbedaan 
pendapat dan perkawinan usia muda lebih berpotensi menimbulkan 
perceraian karena tidak stabilnya keadaan jiwa dimana setiap 




Karena itulah perlu adanya pengecualian terhadap penerapan asas 
cepat, sederhana dan biaya ringan khususnya dalam hal perceraian. 
Diharapkan, dengan adanya pengecualian terhadap asas ini dapat 
mempengaruhi peningkatan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama. 
                                                             
3 http://www.beritakotamakassar.com/index.php/more/arsip-berita-kota-makassar/914-45-
persen-warga-sulsel-nikah-dini.html. diakses tanggal 27 Feberuari 2013. 
4 Andi Syamsu Alam.2004. Reformasi Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Yapensi., hlm 54. 
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Berangkat dari uraian tersebut maka kajian yang yang akan dibahas 
dalam tulisan ini adalah, Implikasi Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan 
Biaya Ringan Dalam Beracara Hubungannya dengan Meningkatnya 
Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Kota Makassar. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah implikasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan 
dalam hubungannya dengan gugatan perceraian di Pengadilan 
Agama Makassar? 
2. Bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan asas sederhana, cepat 
dan biaya ringan oleh hakim dengan kultur hukum masyarakat? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian pada penilisan skripsi ini adalah: 
1. Untuk mengetahui implikasi asas sederhana, cepat dan biaya dalam 
hubungannya dengan perceraian Pengadilan Agama Makassar. 
2. Untuk mengetahui keterkaitan antara pelaksanaan asas sederhana, 
cepat dan biaya ringan oleh hakim dengan kultur hukum 
masyarakat. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum 
bagi para akademisi bidang hukum, khususnya mengenai 
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penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam 
beracara. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan untuk 
menambah wawasan ilmu hukum bagi masyarakat umum. 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para praktisi 
Peradilan yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaannya, 
yaitu para Hakim khususnya di Kota Makassar, serta dengan 
adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, 
referensi atau bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa fakultas 



















A. Hukum Acara Peradilan Agama 
Peradilan Agama merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman bagi 
rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara 
perdata tertentu. Kekuasaan kehakiman itu sendiri merupakan kekuasaan 
Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).6 
Selain itu berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama, peradilan agama adalah peradilan bagi orang-
orang yang beragama Islam.7 Dalam undang-undang yang sama pada 
Pasal 1 angka 2 yang dimaksud Pengadilan adalah pengadilan agama dan 
pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama. 
Peradilan agama adalah peradilan khusus. Kekhususannya itu 
ditunjukkan oleh tiga hal,8 yaitu: 
1. Kewenangannya meliputi hukum keluarga Islam yang bersumber 
dari Al-Quran, sunnah dan ijtihad; 
2. Kewenangannya itu hanya berlaku bagi sebagian rakyat Indonesia, 
yaitu mereka yang memeluk agama Islam; dan 
                                                             
6
 Depatemen Agama RI. 2000. Sketsa Peradilan Agama. Jakarta: Departemen Agama RI. hlm. 19. 
7
 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 1 butir 1 
8 Anonim, op.cit., hlm. 20. 
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3. Tenaga-tenaga teknis pada peradilan agama dipersyaratkan 
beragama Islam. 
Menurut Abdul Manan, hukum acara perdata agama merupakan 
hukum yang mengatur tentang tata cara mengajukan gugatan kepada 
pengadilan agama, bagaimana pihak tergugat mempertahankan diri dari 
gugatan penggugat, bagaimana para hakim bertindak baik sebelum dan 
sedang pemeriksaan dilaksanakan dan bagaimana cara hakim memutus 
perkara yang diajukan oleh penggugat tersebut sebagaimana mestinya 
sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hak dan kewajiban 
sebagaimana yang telah diatur dalam hukum perdata agama dapat 
berjalan sebagaimana mestinya.9 
Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkup 
Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada 
Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum10, kecuali yang telah diatur 
khusus dalam undang-undang Peradilan Agama. 
Dengan penegasan pasal ini, dua macam hukum acara yaitu:11 
1. Hukum acara perdata yang diatur dalam HIR12 dan RBg13 (Pasal 
118 sampai dengan Pasal 254 HIR dan Pasal 142 sampai dengan 
Pasal 314 RBg); 
                                                             
9 Abdul Manan. 2000. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: 
Yayasan Al-Hikmah. hlm. 1-2. 
10 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 54 
11 Yahya Harahap. 1993. Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 
1989. Jakarta: Pustaka Kartini. hlm. 191. 
12
 Herzien Indonesisch Reglement, Reglemen Indonesia yang diperbarui untuk daerah Jawa dan 
Madura 
13 Rechtsreglement voor de Buitengewesten, reglemen daerah seberang untuk luar Jawa Madura 
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2. Hukum acara yang secara khusus diatur dalam Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 54 sampai Pasal 91. Hal ini berarti 
Pasal 54-91 ini merupakan hukum acara perdata yang berlaku di 
Peradilan Agama untuk melengkapi apa yang terdapat dalam HIR 
dan RBg. 
 
B. Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama 
Dalam hukum acara peradilan agama atau hukum perdata agama 
terdapat empat pengelompokan asas-asas yang dipedomani, yakni: 
1. Asas umum lembaga peradilan agama; 
2. Asas khusus kewenangan peradilan agama; 
3. Asas penyelesaian perkara perdata agama; dan 
4. Asas kedudukan pejabat pengadilan. 
Selanjutnya, dalam pembahasan ini akan diuraikan satu per satu 
kelompok asas tersebut. 
1. Asas Umum Lembaga Peradilan Agama 
a. Asas Bebas Merdeka 
Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka 
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum 
Republik Indonesia.14 
                                                             
14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaaan Kehakiman, Pasal 1 angka 1 
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Asas ini merujuk dan bersumber pada ketentuan yang diatur dalam 
Pasal 24 UUD NRI 1945 yang berbunyi: 
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan. 
Makna kebebasan kekuasaan hakim dalam melaksanakan fungsi 
kemerdekaan kekuasaan kehakiman adalah:15 
1) Bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara yang lain. 
Bebas di sini berarti murni berdiri sendiri, tidak berada di bawah 
pengaruh dan kendali badan eksekutif, legislatif, atau badan 
kekuasaan lainnya. 
2) Bebas dari paksaan, arahan atau rekomendasi yang datang dari 
pihak extra yudicial, artinya hakim tidak boleh dipaksa diarahkan 
atau direkomendasikan dari luar lingkungan kekuasaan 
kehakiman. 
3) Kebebasan melaksanakan wewenang peradilan. Dalam hal ini 
sifat kebebasan hukum tidak mutlak, tapi terbatas pada: 
a) Menerapkan sumber yang bersumber dari peraturan 
perundang-undangan yang benar dan tepat dalam 
menyelesaikan perkara yang sedang diperiksanya. 
b) Menafsirkan hukum yang tepat melalui metode penafsiran 
yang dibenarkan. 
c) Bebas mencari dan menemukan hukum, dasar-dasar dan 
asas-asas hukum melalui yurisprudensi dan melalui 
pendekatan realism (yaitu mencari dan menemukan hukum 
yang terdapat pada nilai ekonomi, kesusilaan, kepatutan, 
agama dan kelaziman). 
 
b. Asas Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman 
Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh  sebuah Mahkamah 
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 
                                                             
15
 Sulaikin Lubis, et al. 2008. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: 
Kencana. hlm. 68. 
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militer, lingkungan perdilan tata usaha Negara dan oleh sebuah 
Mahkamah Konstitusi.16 
Dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa: 
Ayat (2) : Peradilan Negara menerapkan hukum dan kadilan 
berdasarkan Pancasila. 
Ayat (3) : Semua peradilan diseluruh wilayah Negara Republik 
Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan 
dengan undang-undang. 
c. Asas Ketuhanan 
Peradilan agama dalam menerapkan hukumnya selalu berpedoman 
pada sumber hukum Agama Islam, sehingga pembuatan putusan ataupun 
penetapan harus dimulai dengan kalimat Basmalah yang diikuti dengan 
irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.17 
d. Asas Fleksibelitas (Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan) 
Pemeriksaan perkara di lingkungan peradilan agama harus 
dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.18 Hal ini diatur 
secara umum dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman, tepatnya pada Pasal 2 ayat (4).  
                                                             
16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (2)  jo. Undang-
Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18 
17
 Ahmad Mujahidin. 2008. Pembaruan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah 
Syar’iyah di Indonesia. Jakarta Pusat: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). hlm. 8. 
18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 57 ayat (3) 
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Maksud sederhana ialah acara yang jelas mudah dipahami dan 
tidak berbelit-belit dan sederhana formalitasnnya.19 Sebab jika terjebak 
pada formalitas yang berbeli-belit memungkinkan timbulnya berbagai 
penafsiran. 
Cepat dalam hal ini ditujukan pada jalannya peradilan, baik di muka 
sidang, penyelesaian berita acara sampai putusan hakim. Terlalu banyak 
formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan sehingga 
penyelesaian perkara memakan waktu yang lama. 
 Sedangkan biaya ringan dimaksudkan agar terpikul oleh rakyat 
atau para pihak dan biaya meliputi kepaniteraan, panggilan, 
pemberitahuan dan materai.20 Sebab tingginya biaya perkara 
menyebabkan para pencari kadilan bersikap apriori terhadap keberadaan 
pengadilan. 
e. Asas Non Ekstra Yudisial 
Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di 
luar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana 
disebut dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Sehingga setiap orang dengan sengaja melanggar ketentuan 





                                                             
19 Wildan Suyuti Mustofa. 2002. Pemecahan Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama. 
Jakarta: PT. Tatanusa. hlm. 18. 
20
 ibid 
21 Ahmad Mujahidin. Op. cit. hlm. 9-10. 
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f. Asas Legalitas 
Pada asasnya Pengadilan Agama mengadili menurut hukum agama 
Islam dengan tidak membeda-bedakan orang, sehingga hak asasi yang 
berkenaan dengan persamaan hak dan derajat setiap orang di muka 
persidangan Pengadilan Agama tidak terabaikan. 
Asas legalitas dapat dimaknai sebagai hak perlindungan hukum dan 
sekaligus sebagai hak persamaan hukum. Untuk itu semua tindakan yang 
dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan 
harus berdasar atas hukum, mulai dari tindakan pemanggilan, penyitaan, 
pemeriksaan di persidangan, putusan yang dijatuhkan dan eksekusi 
putusan, semuanya harus berdasar hukum. Tidak boleh menurut atau atas 
dasar selera hakim, tapi harus menurut kehendak dan kemauan hukum.22  
 
2. Asas Khusus Kewenangan Peradilan Agama 
a. Asas Personalitas Keislaman 
Asas ini mengandung makna bahwa semua yang tunduk dan dapat 
ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanya 
mereka yang beragama Islam. Dengan kata lain, penganut agama non-
Islam tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan 
Peradilan Agama. Hal ini diatur dalam Pasal 2, pejelasan umum alinea 
ketiga dan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 
                                                             
22 ibid., hlm. 10. 
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Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1986 Tentang 
Peradilan Agama. 
Maksud atau penegasan mengenai asas ini adalah:23 
1) Pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama 
Islam. 
2) Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkara-
perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan, kewarisan, 
wasiat, hibah, wakaf dan sedekah. 
3) Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut 
berdasarkan hukum Islam. 
 
Letak asas personalitas keislaman seseorang didasarkan pada 
faktor formil tanpa mempersoalkan kualitas keislaman yang bersangkutan. 
Patokan asas personalitas keislaman berdasar saat terjadinya hubungan 
hukum ditentukan oleh dua syarat: Pertama, pada saat terjadinya 
hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama Islam. Dan kedua, 
hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut 
berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu cara penyelesaiannya 
berdasarkan hukum Islam.24 
b. Asas Ishlah (Upaya Perdamaian) 
Menurut ajaran Islam, “apabila ada perselisihan atau sengketa 
sebaiknya melalui pendekatan ishlah” (Q.S 49: 10). Karena itu asas 
kewajiban hakim untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, 
                                                             
23
 Sulaikin Lubis, et al. Op.cit., hlm. 66. 
24 Yahya Harahap. Op.cit., hlm. 39. 
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sesuai dengan tuntunan ajaran akhlak Islam. Dalam suatu putusan 
bagaimanapun adilnya pasti harus ada pihak yang dikalahkan dan yang 
dimenangkan. Tidak mungkin kedua pihak sama-sama dimenangkan atau 
sama-sama dikalahkan. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan hakim 
akan tetap dirasa tidak adil oleh pihak yang kalah. 
Menurut undang-undang yang berlaku dapat, dilihat dalam proses 
pemeriksaan perkara sebagai berikut:25 
1) Pernyataan persidangan dibuka untuk umum. 
2) Pembacaan surat gugatan atau permohonan. 
3) Upaya perdamaian, apabila berhasil, para pihak dipersilahkan 
untuk merampungkan sendiri tanpa keikutsertaan hakim atau 
para pihak dapat meminta hasil perdamaian dalam bentuk 
putusan perdamaian oleh pengadilan. 
4) Apabila tidak tercapai perdamaian, maka tahap berikutnya 




c. Asas Terbuka Untuk Umum 
Pada asas ini yang dimaksud persidangan terbuka untuk umum 
adalah terbuka untuk siapa saja yang ingin menghadiri, menyaksikan dan 
mendengar jalannya persidangan tanpa mempersoalkan apakah mereka 
ada kepentingan atau tidak. 
Asas ini diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1986 yang tidak diubah dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 
2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 13 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman. 
                                                             
25 Ahmad Mujahidin. Op.cit., hlm 15-16. 
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Menurut Yahya Harahap,26 makna yang terkandung dalam asas ini 
meliputi empat segi, yaitu: 
1) Menyiapkan sarana bagi pengunjung. Maksudnya adalah 
penyediaan sarana akomodasi, misalnya tempat duduk, 
pengeras suara dan sebagainya. 
2) Menjaga ketertiban secara optimal. Meskipun persidangan 
terbuka untuk umum, suasana tertib dan khidmat harus tetap 
dijaga. Demikian pula keamanan bagi para pejabat dan 
pengunjung sangat diperhatikan. Oleh karena itu, ada larangan 
membawa senjata tajam, senjata api apa pun ketika memasuki 
ruang sidang. 
3) Pengambilan foto dan pemasanagan tape recorder. Meskipun 
persidangan terbuka untuk umum, namun dalam perkara 
perdata asas ini pada prinsipnya tidak menyangkut hak pribadi 
para pihak yang berperkara. Kebolehan pemasangan tape 
recorder hanya terbatas bagi pihak yang berperkara dan 
penasihat hukum. 
4) Asas terbuka unutk umum meliputi reportase. Maknanya adalah 
segala sesuatu yang terjadi di persidangan boleh disebarkan 
dalam surat kabar atau majalah. 
 
 
d. Asas Equality 
Asas equality di lingkungan peradilan agama diatur dalam Pasal 58 
ayat (1) Undang - undang Nomor 7 Tahun 1986 yang pasal dan isinya 
tidak diubah menurut Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang 
Peradilan Agama jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Makna equality adalah persamaan hak. Apabila asas ini 
dihubungkan dengan fungsi peradilan, artinya adalah setiap orang 
mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan sidang pengadilan 
jadi, hak dan kedudukan adalah sama di depan hukum.27 
                                                             
26
 Yahya Harahap. Op.cit., hlm. 65-68. 
27 Sulaikin Lubis, et al. Op.cit., hlm. 78. 
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Dalam praktik di pengadilan, terdapat tiga patokan yang 
fundamental28 dalam menerapkan asas ini pada setiap penyelesaian 
perkara di persidangan, yaitu: 
1) Persamaan hak atau derajat dalam proses persidangan atau 
equal before the law. 
2) Hak perlindungan yang sama oleh hukum atau equal protection 
on the law 
3) Mendapatkan hak perlakuan yang sama di bawah hukum atau 
equal justice under the law 
Ketiga patokan tersebut merupakan subtansi makna yang 
terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 
Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: 
“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-
bedakan orang”. 
Hal ini berlaku pada setiap tingkat pemeriksaan, dalam hal memberikan 
perlindungan hukum yang sama selama proses pemeriksaan sesuai 
dengan ketentuan hukum yang berlaku. 
e. Asas Aktif Memberi Bantuan 
Asas ini dicantumkan dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-undang 
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 4 ayat (2) 
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 
yang berbunyi: 
                                                             
28 Yahya Harahap. Op.cit., hlm. 73. 
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“Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha 
sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk 
dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya 
ringan”. 
 
Berdasarkan isi pasal tersebut, maka hukum bagi hakim untuk 
memberikan bantuan kepada para pihak dalam proses lancarnya 
persidangan adalah imperatif (wajib) sepanjang mengenai hal-hal yang 
berhubungan dengan permasalahan formil dan tidak berkenaan dengan 
masalah materil atau pokok perkara. 
f. Asas Upaya Hukum Banding29 
Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan 
banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, 
kecuali undang-undang menentukan lain. Hal ini diatur dalam Pasal 26 
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
g. Asas Upaya Hukum Kasasi30 
Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat 
dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang 
bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 23 Undang-
undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). 
h. Asas Upaya Hukum Peninjauan Kembali 
Upaya hukum peninjauan kembali dimungkinkan terhadap putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam 
                                                             
29




perkara perdata maupun pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan 
kepada Mahakamah Agung.31 
Mahkamah  Agung melakukan memeriksa dan memutus peninjauan 
kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang disertai alasan-alasan. 
Ketentuan ini masih memerlukan peraturan pelaksanaan lebih lanjut. 
Sementara Mahakamah Agung menetapkan bahwa peninjauan kembali 
dapat mengajukan request civil menurut cara gugatan biasa dengan 
berpedoman pada peraturan Burgerlijke Rechtsvordering.32 
i. Asas Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi)33 
Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar 
putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang 
dijadikan dasar untuk mengadili. 
j. Asas Memberi Bantuan Antar Pengadilan
34
 
Untuk kepentingan peradilan semua pengadilan wajib saling 
memberi bantuan yang diminta. Hal ini diatur dalam Pasal 15 Undang-
undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
 
 
                                                             
31 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, Pasal 24 jo. Undang-undang 
No. 5 tahun 2005 Tentang Mahkamah Agung, Pasal 34 
32 Sudikno Mertokusumo. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 
hlm. 40. 
33
 Ahmad Mujahidin. Loc.cit. 
34 Ahmad Mujahidin. Op.cit., hlm. 25. 
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3. Asas Penyelesaian Perkara Perdata Agama 
a. Asas Ketentuan Formil 
Untuk menerapkan hukum acara peradilan agama yang baik, prinsip 
yang harus diperhatikan adalah: 
1) Peradilan agama adalah peradilan Negara yang menegakkan 
hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila. 
2) Peradilan agama dalam menjatuhkan putusan atau penetapan 
dimulai dengan kalimat Basmalah diikuti dengan irah-irah “Demi 
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.35 
3) Peradilan dilakukan dalam persidangan dengan sekurang-
kurangnya tiga orang hakim dan salah satunya sebagai ketua, 
sedang yang lain sebagai anggota dan dibantu oleh panitera 
sidang. 
4) Para pihak mempunyai hak ingkar (menolak) terhadap hakim 
yang mengadili. 
5) Hakim bersifat menunggu. Inisiatif unutk mengajukan perkara 
ada pada pihak yang berkepentingan (inde  ne proeedat 
officio).36 
6) Hakim pasif yakni hakim tidak menentukan luas dari pokok 
sengketa,37 pokok sengketa ditentukan oleh pihak yang 
berkepentingan. Jadi jika tidak ada tuntutan hak maka tidak ada 
hakim (nemoyudex sine aktore) 
7) Hakim berkuasa memberi perintah supaya kedua belah pihak 




8) Tidak harus lewat pengacara. Para pihak bisa langsung 
menghadapdi muka hakim dan bisa pula didampingi 
pengacaranya, tapi tidak mengurangi kekuasaan hakim untuk 
mendengar secara langsung (in persona)39 
9) Pihak tergugat wajib dianggap tidak bersalah, sebelum 
pengadilan menyatakan kesalahannya telah berkekuatan hukum 
tetap.40 
10) Penyitaan hanya dapat dilakukan atas perintah tertulis dari 
hakim dalam hal-hal yang diatur dalam undang-undang .41 
                                                             
35 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peraadilan Agama, Pasal 57 
36 Mukti Arto. 2003. Praktek Perkara Perdata Peradilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 
9.  
37 Sudikno Mertokusumo. Op.cit., hlm. 13. 




 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 ayat (1) 
41 Ibid., Pasal 7 
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11) Para pihak berhak mendapatkan bantuan hukum.42 
12) Semua perkara perdata dapat diselesaikan secara damai.43 
13) Hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, 
hakim tidak boleh menolak perkara dengan dalih bahwa hukum 
tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan 
mengadili.44 
14) Putusan harus disertai alasan. Alasan-alasan tersebut sebagai 
pertanggungjawaban hakim pada putusannya terhadap 
masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu 
hukum. Karena alasan-alasan itulah putusan mempunyai 
wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang 
menjatuhkannya.45 
15) Penetapan dan putusan hakim hanya sah dan mempunyai 
kekuatan hukum apabila diucapkan dlam sidang terbuka untuk 
umum. 
16) Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia. Setiap hakim 
wajib memberikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap 
perkara yang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari putusan. 
 
b. Asas Beracara Dikenakan Biaya46 
Biaya ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk panggilan, 
pemberitahuan para pihak serta biaya materai. Di samping itu jika diminta 
bantuan pengacara, maka harus pula dikeluarkan biaya. Bagi mereka yang 
tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara 
cuma-cuma (pro deo) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari 
biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu. 
c. Asas Hakim Aktif dalam Pemeriksaan 
Majelis hakim harus aktif memimpin pemerikasaan perkara dan 
berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan unruk tercapainnya 
                                                             
42 Ibid., Pasal 56. 
43 Ibid., Pasal 10 ayat (2) 
44
 Ibid., Pasal 10 ayat (1) 
45
 Sudikno Mertokusumo. Op.cit., hlm. 15. 
46 Ibid., hlm. 17. 
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keadilan. Hakim sebagai tempat pengaduan terakhir bagi para pencari 
keadilan dianggap tahu saegala persoalan hukum.47 
d. Asas Inisiatif dari Pihak yang Berkepentingan 
Ada tuntutan atau tidak dalam perkara perdata sepenuhnya 
diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan, 
maka tidak ada persidangan (wo kein klager ist, ist kein richter; nemo judex 
sine actore). 
e. Asas Inter Partes dan/ atau Erga Omnes48 
Asas ini diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-
undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman. Inter 
partes adalah putusan yang akibat-akibatnya hanya berlaku pada perkara 
yang diputus. Sedang pada perkara lain yang datang kemudian dan 
mengadung persamaan belum tentu diberlakukan. Semuanya diserahkan 
sepenuhnya pada hakim. 
Erga omnes adalah putusan yang akibat-akibatnya berlaku bagi 
semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi di 
masa mendatang. 
f. Asas Retroaktif dan/ atau Prospektif 49 
Makna asas ini di lingkungan peradilan agama dijumpai dalam 
Pasal 5 ayat (1 dan 2), pasal 8 ayat (2), dan Pasal 3 ayat (1) Undang-
undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 
                                                             
47
 Ahmad Mujahidin. Op.cit., hlm. 29. 
48
 Ibid., hlm. 31. 
49Ibid., hlm. 32 dan 33. 
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Retroaktif bersifat ex tune yaitu peraturan perundang-undangan 
dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah merupakan suatu perarturan 
perundang-undangan. Jadi, tiap putusan ex tune adalah berlaku surut ke 
saat peraturanperundang-undangan itu ditetapkan. 
Asas prospektif bersifat ex nune atau pro future, putusan prospektif 
hanya berlaku ke depan. Peraturan perundang-undangan dipandang 
sebagai sesuatu yang sah sampai saat dinyatakan batal (dibatalkan). 
g. Asas Hukum Acara Menurut Umar Bin Khotthob 
Naskah hukum acara Umar Bin Khotthob menjadi pegangan di 
lingkungan peradilan agama, meliputi:50 
1) Kedudukan lembaga peradilan di tengah-tengah masyarakat 
suatu Negara hukumnya wajib dan sunnah yang harus diikuti/ 
dipatuhi. 
2) Pahami permasalahan suatu perkara baik gugatan maupun 
permohonan yang diajukan kepada anda, dan ambillah 
keputusan setelah jelas permasalahan mana yang benar dan 
mana yang salah. 
3) Dudukkan kedua belah pihak di majelis secara bersama, 
pandang mereka dengan pandangan yang sama, agar orang 
yang terhormat tidak melecehkan anda, dan orang yang lemah 
tidak merasa teraniaya. 
4) Penggugat wajib membuktikan gugatannya, dan tergugat wajib 
membuktikan bantahannya. 
5) Penyelesaiaan perkara secara damai dibenarkan, sepanjang 
tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. 
6) Barabg siapa menyatakan ada sesuatu hal yang tidak ada di 
tempatnya atau sesuatu keterangan, maka berilah tempo 
kepadannya untuk dilaluinya. Jika ia member keterangan, 
hendaklah berikan kepadanya haknya. Jikaia tidak mampu 
member demikian, maka engkau dapat memutuskan perkara 
yang merugikan haknya, karena yang demikian itu tidak ada 
alasan baginya untuk mengataka ini dan mengatakan itu, 
sekaligus akan memperjelas terhadap apa yang tersembunyi. 
                                                             
50
 M.Fauzan.2007. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah 
di Indonesia. Jakarta: Kencana. hlm. 92-94. 
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7) Janganlah engkau dihalangi oleh suatu putusan yang telah anda 
putuskan pada hari ini, kemudian anda tinjau kembali putusan 
itu, lalu anda ditunjuk pada kebenaran untuk kembali kepada 
kebenaran, karena kebenaran itu suatu hal yang universal. 
8) Pergunakanlah kekuatan logis pada suatu perkara yang diajukan 
kepada anda dengan menggali dan memahami hukum yang 
hidup, apabila hukum suatu perkara kurang jelas dalam Al-
Quran dan Al-Sunnah. 
9) Orang Islam dan orang Islam lainnya haruslah berlaku adil, 
terkecuali orang yang sudah pernah dijatuhi hukuman had ataus 
orang yang diragukan asal-usulnya, karena sesungguhnya Allah 
yang mengendalikan rahasia hamba dan menutupi hukuman 
atas mereka, kecuali ada keterangan dan sumpah. 
10) Jauhilah diri anda dari marah, pikiran kacau, perasaan tidak 
senang, dan berlaku kasar terhadap para pihak. Karena 
kebenaran itu berada pada jiwa yang tenang dan niat bersih.  
 
4. Asas Kedudukan Pejabat Pengadilan 
a. Asas Kedudukan Hakim 
Hakim dan hakim konstitusi berkedudukan sebagai pejabat Negara 
yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-
undang.51 
b. Asas Ius Curia Novit 
Maksud asas ini adalah hakim dianggap secara mutlak tahu hukum, 
sebab seorang hakim adalah sarjana hukum dan secara khusus dididik 
untuk itu, sehingga bisa diharapkan untuk dapat menangani dan 
menyelesaiakan menurut hukum perkara yang disidangkan di muka 
pengadilan,  bahkan para hakim wajib membantu para pihak untuk 
menyelesaikan perkaranya di muka persidangan dalam batas-batas 
tertentu menurut hukum yang ada. 
                                                             
51 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 19 
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Asas ini diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 48 Tahun 
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: 
“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan 
memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum 
tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 
mengadilinya”. 
 
c. Asas Integritas Hakim 
Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, 
jujur, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum.52 
d. Asas Independensi Hakim 
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga 
kemandirian peradilan.53 
e. Pengawasan Eksternal Hakim 
Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta 
prilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi 
Yudisial yang diatur dalam undang-undang.54 
f. Asas Social Justice 
Hakim wajib manggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum 
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.55 
g. Asas Pengunduran Diri Bagi Hakim dalam Persidangan 
Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila 
terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, 
atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai.56 
                                                             
52 Ibid., Pasal 5 ayat (2). 
53
 Ibid., Pasal 3 ayat (1). 
54
 Ibid., Pasal 40 ayat (1) 
55 Ibid., Pasal 5 ayat (1) 
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C. Mekanisme Hukum Acara Peradilan Agama 
Pertama adalah tahapan-tahapan penerimaan dan penyelesaian 
perkara pada pengadilan agama, yakni:57 
1. Tahap Pengajuan Perkara 
Surat gugatan yang atau permohonan yang telah dibuat dan 
ditandatangani diajukan ke kepaniteraan pengadilan agama melalui 
petugas meja I, yang bertugas untuk: 
a. Menerima surat gugatan/ permohonan dan salinannya 
b. Menaksir panjar biaya perkara 
c. Membuat SKUM (surat kuasa untuk membayar) 
2. Tahap Pembayaran Panjar Biaya Perkara 
Calon penggugat atau temohon kemudian menghadap kepada kasir 
dengan menyerahkan surat gugatan atau permohonan tersebut dan 
SKUM. Kemudian membayar panjar biaya perkara sesuai yang tertera 
pada SKUM tersebut. 
3. Tahap Pendaftaran Perkara 
Calon penggugat atau pemohon kemudian mengahadap pada 
petugas meja II dengan menyertakan surat gugatan atau permohonan dan 
SKUM yang telah dibayar. 
4. Tahap Penetapan Majelis Hakim 
Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari ketua pengadilan agama 
menunjuk majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam 
                                                                                                                                                                        
56
 Ibid., Pasal 17 ayat (3) 
57 Ahmad Mujahidin. Op.cit., hlm. 148-153. 
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sebuah „Penetapan Majelis Hakim‟ (PMH). Ketua pengadilan agama 
menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tapi bila 
terdapat perkara tertentu karena menyangkut kepentingan umum harus 
segera diadili maka perkara itu didahulukan. PMH dibuat dalam bentuk 
penetapan dan ditandatangani oleh ketua pengadilan dan dicatat dalam 
register induk perkara yang bersangkutan. 
Selanjutnya majelis hakim bertugas untuk: 
a. Membuat PHS (Penentuan Hari Sidang) 
b. Memerintah pemanggilan para pihak oleh juru sita 
c. Menyidangkan perkara 
Kedua, setelah tahap terakhir pada mekanisme penerimaan perkara 
maka selanjutnya adalah tahapan-tahapan dalam mekanisme 
pemeriksaan perkara dalam persidangan58, yaitu meliputi: 
1. Melakukan perdamaian. Pada sidang ini upaya perdamaian dapat 
timbul dari hakim, tergugat/ penggugat atau pemohon/ termohon. 
Hakim harus aktif untuk mendamaikan para pihak. Bila upaya 
perdamaian gagal maka sidang dapat dilanjutkan pada tahapan 
berikutnya. 
2. Pembacaan surat gugatan. Pada tahap ini pihak penngugat/ 
pemohon berhak meneliti ulang apakah seluruh materi (dalil gugat 
dan petitum) sudah benar dan lengkap. 
                                                             
58 Ibid., hlm. 161-162 
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3. Jawaban tergugat/ termohon. Pihak tergugat/ termohon diberi 
kesempatan unutk membela diri dan mengajukan segala 
kepentingannya terhadap penggugat/ pemohon melalui Majelis 
Hakim dalam persidangan. 
4. Replik dari penggugat/ pemohon. Penggugat/ pemohon dapat 
menegaskan kembali gugatannya/ permohonannya yang disangkal 
oleh tergugat/ termohon dan juga mempertahankan diri atas 
serangan-serangan tergugat/ termohon. 
5. Duplik dari tegugat/ termohon. Tergugat/ termohon menegaskan 
kembali gugatannya/ permohonannya yang disangkal oleh 
penggugat. Tahap replik dan duplik dapat diulang-ulang sampai 
hakim memandang cukup. 
6. Tahap pembuktian. Penggugat/ pemohon mengajukan semua alat 
bukti untuk mendukung dalil-dalil gugat. Demikian juga tergugat/ 
termohon mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung jawabannya 
(sanggahannya). Masing-masing pihak menilai alat bukti lawan. 
7. Tahap kesimpulan. Masing-masing pihak baik penggugat/ pemohon 
maupun tergugat/ termohon mengajukan pendapat akhir tentang 
hasil pemeriksaan. 
8. Tahap putusan. Hakim menyampaikan segala pendapatnya tentang 




Dalam hal kasus perceraian, setelah putusan mendapatkan 
kekuatan hukum tetap maka panitera berkewajiban untuk:59 
1. Memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada pihak 
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan diberitahukan 
kepada para pihak 
2. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu salinan 
putusan ke pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi 
tempat kediaman penggugat/ pemohon dan tergugat/ termohon 
atau tempat dilangsungkan perkawinan atau tempat perkawinan 
mereka dicatatkan. 
D. Perceraian 
1. Berdasarkan Hukum Perdata 
Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh 
pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian 
dan atas keputusan pengadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai 
akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri 
kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang 
berlaku.60 
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) 
putusnya perkawinan digunakan istilah „pembubaran perkawinan‟ 
(Ontbinding des Huwelijk) yang diatur dalam Bab X dengan tiga bagian 
yaitu: 
                                                             
59
 Departemen Agama RI. Op.cit., hlm. 34 dan 35 
60
 http://kevinevolution.wordpress.com/2011/11/01/perceraian-menurut-uu-no-1-tahun-1974/. 
Diakses tanggal 11 November 2012. 
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a. Pembubaran perkawinan pada umumnya (Pasal 199); 
b. Pembubaran perkawinan setelah pisah meja dan ranjang (Pasal 
200-206b); 
c. Perceraian perkawinan (Pasal 233-249). 
Dalam Pasal 199 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 
perkawinan bubar direnakan oleh: 
a. Kematian; 
b. Tidak hadirnya suami atau istri dalam 10 tahun yang diiringi 
perkawinan baru istri atau suami; 
c. Keputusan hakim setelah pisah meja dan pisah ranjang dan 
pendaftaran cacatan sipil; 
d. Perceraian. 
 
Selanjutnya dalam Pasal 200 diuraikan bahwa jika suami istri pisah 
meja dan ranjang,  baik karena salah satu alasan dari alasan-alasan yang 
tercantum dalam Pasal 233,  maupun atas permohonan kedua pihak,  dan 
perpisahan itu tetap berlangsung selama lima tahun tanpa ada perdamaian 
antara kedua pihak,  maka mereka masing-masing bebas menghadapkan 
pihak lain ke pengadilan dan menunutut perkawinan mereka dibatalkan. 
Dan dilanjutkan dalam Pasal 201 bahwa tuntutan itu harus segera 
ditolak apabila pihak tergugat,  setelah tiga kali dari bulan ke bulan 
dipanggil ke pengadilan tidak muncul-muncul atau datang dengan  
mengadakan perlawanan terhadap tuntutan itu atau menyatakan bersedia 
berdamai dengan pihak lawan. 
Proses selanjutnya diuraikan dalam Pasal 207 yaitu gugatan 
perceraian harus diajukan ke pengadilan negeri yang di daerah hukumnya 
si suami memiliki tempat tinggal pokok pada saat mengajukan 
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permohonan termasuk  dalam 831 reglemen acara perdata atau tempat 
tinggal sebenarnya bila tidak memiliki tempat tinggal pokok.  Jika pada 
saat mengajukan surat permohonan tersebut  di atas si suami tidak 
memiliki tempat tinggal pokok atau sesungguhnya di Indonesia,  maka 
gugatan itu harus diajukan kepada pengadilan negeri tempat kediaman 
istri sebenarnya. Dalam Pasal 208 disebutkan bahwa perceraian sekali-kali 
tidak dapat terjadi atas persetujuan bersama. 
Alasan-alasan yang dapat mengakibatkan perceraian sesuai 
dengan Pasal 209 KUH Perdata hanya sebagai berikut: 
a. Zina; 
b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat; 
c. Penghukuman dengan hukuman 5 (lima) tahun lamanya atau 
dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah 
perkawinan; 
d. Melukai berat atau menganiaya, yang dilakukan oleh si suami 
atau si istri terhadap istri atau suaminya yang demikian sehingga 
membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya atau 
sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan. 
 
Jika ada hal-hal yang dapat menjadi dasar untuk menuntut 
perceraian,  si suami atau si istri berhak untuk menuntut pisah meja dan 
ranjang.  Gugatan untuk itu dapat  juga diajukan atas dasar perbuatan-
perbuatan yang melampaui batas kewajaran,  penganiayaan atau 
penghinaan kasar yang dilakukan oleh salah satu dari suami istri atau 
yang lainnya.61 Gugatan itu diajukan, diperiksa dan diselesaikan dengan 
cara yang sama seperti gugatan perceraian perkawinan.62 
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 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 233. 
62 Ibid., Pasal 234. 
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Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan, tepatnya Pasal 38 dijelaskan bahwa perkawinan 
dapat putus akibat kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan. 
Proses perceraian itu sendiri dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) sampai 
ayat (3) yaitu Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 
pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan 
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.  Untuk melakukan 
perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tersebut tidak akan 
hidup rukun sebagai suami istri.  Tata cara perceraian di depan sidang 
pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Selanjutnya 
dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) dikatakan bahwa gugatan perceraian 
diajukan kepada pengadilan.  Tata cara mengajukan gugatan tersebut 
diatur dalam peraturan perundangan tersendiri, hal ini diatur dalam Pasal 
40 ayat (1) dan (2). 
Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai 
berikut: 
a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, 
penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan; 
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan 
berat yang membahayakan pihak lain; 
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan 
akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri; 
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f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi 
dalam rumah tangga. 
 
2. Berdasarkan Hukum Islam 
Secara terminologi „perceraian‟ bersal berasal dari kata dasar „cerai‟ 
yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per- yang berfungsi 
pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti 
hasil dari perbuatan cerai.  Perceraian dalam istilah fiqih disebut talaq atau 
furqah. Talaq berarti pembuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Furqah 
berarti bercerai lawan dari berkumpul kemudian perkataan ini di jadikan 
istilah oleh ahli fiqih yang berarti perceraian antara suami istri.63 
Sedangkan menurut syara’ ialah melepaskan ikatan perkawinan 
dengan mengucapkan lafadz talaq atau yang semakna dengannya.  
Diantara para ulama‟ ada yang memberi pengertian talaq ialah 
melepaskan ikatan nikah pada waktu sekarang dan yang akan datang 
dengan lafadz talaq atau denan lafadz yang semakna dengan itu.64 
Dalam istilah fiqih, perkataan talaq mempunyai dua arti yaitu arti 
yang sudah umum dan arti yang khusus. Talaq menurut arti yang umum 
ialah segala bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami yang 
ditetapkan oleh hakim maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya 
                                                             
63 Ani Noviana. 11 Desember 2011. Perceraian Menurut Hukum Islam. 
http://wwwaninovianablogspotcom.blogspot.com/2010/12/perceraian-menurut-hukum-




atau perceraian karena meninggalkan salah satu pihak. Talaq dalam arti 
khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami.65 
Menurut Hukum Islam Perkawinan itu putus karena kematian,  dan 
kareana perceraian (Talaq,  Khuluk,  Fasakh,  Akibat Syqaq dan 
pelanggaran Ta’lik Talaq).  Talaq dapat dijatuhkan kepada istri ialah Talaq 
Satu,  Talaq Dua,  Talaq Tiga.  Cara menjatuhkan Talaq ialah dengan 
lisan,  dengan isyarat bagi orang bisu atau dengan tulisan.  Baik Talaq 
dengan lisan maupun yang tertulis jangan dibuat main-main,  oleh karena 
jika terucap kata talaq atau cerai,  walaupun dengan main-main (olok-olok) 
atau keseleo lidah karena marah,  bisa berarti jatuh Talaq Satu pada istri,  
demikian pendapat para ulama. 
Walaupun pendapat Mazhab Maliki dan Hambali Talaq dengan 
main-main (olok-olok) itu tidak sah.  Jadi kata talaq itu jangan dijadikan 
buah bibir kepada istri.  Kalau juga suami terlalu jengkel atau benci 
perbuatan istri,  nasehatilah dengan baik,  siapa tahu kejengkelan itu 
menimbulkan kebaikan.  Sebagaimana Firman Allah SWT: 
“Dan bergaullah kepada mereka (istrimu) secara patut.  Jika kamu 
tidak senang pada mereka (sabarlah) karena mungkin sesuatu yang 
kamu tidak sukai itu,  padahal Allah menjadikan kebaikan padanya 
yang banyak” (QS 4: 19). 
 
”Wanita-wanita yang kamu khawatir nusyuznya (meninggalkan 
kewajiban suami istri),  nasehatilah mereka dan (bila perlu) pukullah 
mereka (yang tidak meninggalkan bekas).  Kemudian jika mereka 
(telah berubah) dengan mentaati kamu,  janganlah kamu mencari –
cari jalan untuk menyusahkannya” (QS 4: 35). 
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Alasan-alasan bagi suami untuk sampai pada ucapan Talaq adalah 
jika istri berbuat zina,  nusyuz (suka keluar rumah yang mencurigakan),  
suka mabuk,  berjudi dan atau berbuat sesuatu yang mengganggu 
ketentraman dalam rumah tangga,  atau sebab-sebab lain yang tidak 
memungkinkan pembinaan rumah tangga yang rukun dan damai. 
Jika dijatuhkan talaq,  mulailah dengan talaq satu,  kemudian talaq 
dua dan terakhir talaq tiga.  Janganlah sekaligus dijatuhkan tiga.  Talaq 
satu dan dua berarti istri dapat rujuk kembali dengan suami tanpa 
melakukan akad nikah baru. Sedangkan talaq tiga istri tidak dapat dirujuk 
kembali apabila belum menikah lagi dengan laki-laki lain dan bercampur 
(bersetubuh) kemudian bercerai dan sudah habis masa Iddah-nya.  Dasar 
hukum talaq ada pada Firman Allah SWT yang artinya:  
“Talaq (yang dapat rujuk kembali) dua kali,  setelah itu boleh rujuk 
kembali dengan cara yang Ma‟ruf atau mencerainya dengan tata 
cara yang baik”. (QS 2:229). 
 
“Kemudian jika si suami mentalaq (sesudah talaq kedua),  maka 
wanita itu tidak halal lagi baginya hingga ia kawin dengan suami 
yang lain.  Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka 
tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk 
kawin kembali jiika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan 
hukum-hukum Allah”. (QS 2:230). 
 
E.  Kultur Hukum 
Menurut Lawrence M Friedman, kultur hukum yaitu opini-opini, 
kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, 
cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun 
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dari  warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang 
berkaitan dengan hukum.66 
 Selain itu, menurut Lawrence M Friedman budaya hukum dibedakan 
menjadi dua macam. Pertama internal legal culture, yakni kultur hukumnya 
para pengacara dan hakim. Kedua, exsternal legal culture yakni kultur 
hukum masyarakat pada umumnya. Semua kekuatan sosial akan 
mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat. Sikap masyarakat, 
salah satunya tidak melaksanakan produk hukum karena masyarakat 
mempunyai budaya hukum sendiri. Hukum sebagai sistem nilai dalam 
masyarakat kadang dipatuhi. Dalam suatu komunitas hukum kadang 
kadang tidak selalu dipatuhi. 67 
Budaya hukum juga merupakan unsur yang penting dalam sistem 
hukum, karena budaya hukum memperlihatkan pemikiran dan kekuatan 
masyarakat yang menentukan bagaimana hukum tersebut ditaati, 
dihindari, atau disalahgunakan.  
Lawrence M. Friedman menjelaskan pentingnya budaya hukum 
dengan memberikan kiasan filosofis ikan dengan air, adalah sebagai 
berikut: “Hukum tanpa budaya hukum adalah seperti ikan mati dalam suatu 
keranjang, bukan ikan yang hidup berenang di samudera wahananya. 
Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang 
menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau 
                                                             
66 Achmad Ali. 2009. Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence). Jakarta: 
Kencana. hlm. 204. 
67
 http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science/2164915-kultur-hukum-legal-
culture/#ixzz2L8N5JEaO. Diakses tanggal 16 Februari 2013. 
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disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak 
berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan 
hidup yang berenang di lautnya. Kultur hukum inilah yang berfungsi 
sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan 
tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. 
Hal senada dengan pendapat Lon. L Fuller bahwa hukum itu 
sebagai usaha pencapaian tujuan tertentu dalam hal ini hukum berperan 
sebagai guide, patokan pedoman dalam pelaksanaan program pemerintah 
dengan kata lain hukum dijadikan alat pemulus pelaksanaan keputusan, 
program poltik, seperti halnya bangsa Indonesia menempatkan 
pembangunan sehingga program nomor wahid. Tentunya hukum pun 
dikondisikan untuk memperlancar, bahkan mengamankan pelaksanaan 
pembangunan. 68 
Oleh karena itu hukum berfungsi sebagai proteksi rakyat lemah 
terhadap kekuasaan politik penguas, kurang menonjol, untuk kalangan 
Negara berkembang dan sebaliknya yang menjadi hukum ditempatkan 
sebagai alat dan sarana kekuasaan politik dan hukumpun dapat 





                                                             
68






A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dalam rangka penyusunan skripsi adalah di Kota 
Makassar, tepatnya di Pengadilan Agama Makassar. Pemilihan lokasi 
penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa Pengadilan Agama 
Makassar  merupakan instansi atau badan yang terkait dan berwenang 
untuk melayani serta menangani setiap permasalahan yang berhubungan 
dengan perceraian. Selain itu, angka perceraian di Pengadilan Agama 
Makassar cukup tinggi. 
B. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas: 
1. Data Primer 
Data primer adalah informasi yang diperoleh dari penelitian 
langsung di lapangan melalui wawancara dengan para hakim 
Pengadilan Agama Makassar dan ppihak yang pernah berperkara 
atau kuasanya. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh penulis 
melalui studi kepustakaan yaitu dengan membaca literatur-literatur/ 
buku-buku, media internet, peraturan perundang-undangan serta 




C. Teknik Pengumpulan Data 
1. Studi Kepustakaan 
Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca literatur-
literatur/ buku-buku, media internet, peraturan perundang-undangan serta 
lain sebagainya khususnya yang berkaitan dengan objek kajian penulis. 
2. Wawancara 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan 
tanya jawab langsung berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan 
dengan pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan data dan informasi 
yang diperlukan. 
D. Analisis Data 
Seluruh data-data yang diperoleh baik itu data primer maupun data 
sekunder selanjutnya dianalisa secara kualitatif kemudian disajikan secara 
deskriptif yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan masalah yang erat 
kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas 











HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Implikasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam 
Hubungannya dengan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama 
Makassar 
 
Berdasarkan data empat tahun terakhir yang diperoleh 
menunjukkan bahwa perkara yang diterima Pengadilan Agama Makassar 
meningkat setiap tahunnya, terutama perkara perceraian. Berikut ini 
adalah statistik perkara yang diterima Pengadilan Agama Makassar dalam 
kurun waktu empat tahun terakhir: 
Grafik 1: 
Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Makassar Tahun 
2009-2012 
 
Pada grafik di atas dapat dilihat jumlah perkara yang diterima pada 
tahun 2009 adalah 1843 perkara dan 1380 dalah perkara perceraian dan 
2009 2010 2011 2012
cerai 1380 1537 1695 1818


















Perkara yang Diterima 
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pada tahun 2010 perkara yang diterima mengalami peningkatan yaitu 115 
perkara sehingga perkara yang diterima menjadi 1958 perkara serta 1537 
diantaranya adalah perkara perceraian. Pada tahun 2011, meskipun 
jumlah perkara yang diterima berkurang tetapi pengurangan tersebut tidak 
signifikan dan perkara perceraian tetap menigkat dari tahun sebelumnya 
menjadi 1695 perkara. Pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 
2013 perkara dan kembali lagi perkara perceraian mengalami peningkatan 
pesat menjadi 1818 perkara. 
Pada penelitian ini penulis mengambil sampel dari keseluruhan data 
yang ada tersebut di atas untuk mengetahui rata-rata waktu yang 
dibutuhkan para pihak dalam penyelesaian perkara perceraian di 
pengadilan agama Makassar. Jumlah putusan perkara perceraian yang 
sangat banyak menyebabkan penulis  hanya mengambil beberapa 
putusan saja, selain itu panitera pada Pengadilan Agama Makassar hanya 
mengizinkan penullis untuk melihat beberapa putusan saja. Berikut ini 
adalah data terkait waktu yang dibutuhkan para pihak dalam berperkara 










Rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar 
NO NO.PERKARA PENGAJUAN PUTUSAN 
LAMA PERKARA 
BULAN HARI 
1 997/Pdt.G/2009/PA Mks 1 Oktober 2009 9 Februari 2010 3 Bulan 8 Hari 98  
2 916/Pdt.G/2010/PA Mks 23 Juli 2010 4-Nov-10 3 Bulan 11 Hari 101 
3 603/Pdt.G/2010/PA Mks 20 Mei 2010 21 Juni 2010 1 Bulan 1 Hari 31 
4 59/Pdt.G/2011/PA Mks 8 Januari 2010 24 Maret 2010 2 Bulan 16 Hari 76 
5 884/Pdt.G/2011/PA Mks 20 Juni 2011 1 Agustus 2011 1 Bulan 1 Hari 31 
6 465/Pdt.G/2011/PA Mks 31 Maret 2011 3 Mei 2011 1 Bulan 3 Hari 33 
7 91/Pdt.G/2011/PA Mks 11 Januari 2011 28 Maret 2011 2 Bulan 16 Hari 76 
8 92/Pdt.G/2010/PA Mks 18 Januari 2010 5-Apr-10 2 Bulan 1 Minggu 67 
9 35/Pdt.G/2010/PA Mks 5 Januari 2010 15 Februari 2010 1 Bulan 10 hari 40 
10 668/Pdt.G/2011/PA Mks 9 Mei 2011 1 Juni 2011 22 Hari 22 
11 582/Pdt.G/2011/PA Mks 20-Apr-11 30 Mei 2011 1 Bulan 10 Hari 40 
12 245/Pdt.G/2011/PA Mks 14 Desember 2010 29 Maret 2011 3 Bulan 15 Hari 105 
13 58/Pdt.P/2011/PA Mks 10 Maret 2011 18  Juni 2011 3 Bulan 8 Hari 98 
14 48/Pdt.P/2011/PA Mks 21 Februari 2011 16 Maret 2011 23 Hari 23 
 
JUMLAH 841 
Sumber data: Panitera Pengadilan Agama Makassar, 2013. 
Ket: 1 Bulan= 30 hari  




Dari tabel tersebut terlihat bahwa penyelesaian perkara perceraian 
di Pengadilan Agama Makassar berlangsung antara satu sampai tiga 
bulan. Namun, terlihat pula ada perkara yang selesai kurang dari satu 
bulan. Terlihat pula yang mendominasi adalah penyelesaian perkara 
dalam kurun waktu satu bulan. Berdasarkan hasil rata-rata terhadap 
pengolahan data tersebut di atas, disimpulkan bahwa, waktu yang 
dibutuhkan para pihak dalam berperkara perceraian di Pengadilan agama 
Makassar adalah 60 hari atau 2 (dua) bulan lamanya. 
Menurut penulis lamanya penyelesaian perkara di Pengadilan 
Agama Makassar sudah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung 
(SEMA) Nomor 3 Tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang 
mengemukakan bahwa semua perkara di pengadilan harus diputus dan 
diselesaiakan dalam kurun waktu enam bulan. Dalam hal ini berarti 
Pengadilan Agama telah melaksanakan asas sederhana dan cepat karena 
asas sederhana sangat berkaitan dengan asas cepat, proses yang 
sederhana tentunya akan mempercepat penyelesaian perkara. 
Untuk asas biaya ringan, SEMA Nomor 2 Tahun 2000 tentang 
Perubahan SEMA Nomor 4 Tahun 1998 tentang Biaya Administrasi 
menjelaskan bahwa biaya administrasi yang dulunya Rp.30.000,- (tiga 




Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis dengan 
Bapak Mahmuddin, pada tanggal 23 Januari 2013, terkait dengan biaya 
perkara perceraian pada Pengadilan Agama Makassar, beliau 
mengemukakan bahwa: 
Biaya perkara yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Makassar 
adalah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), biaya administrasi 
Rp.50.000,- (ima puluh ribu rupiah) dan ditambah dengan biaya 
pemanggilan. Biaya pemanggilan didasarkan pada radius tempat 
tinggal para pihak. Pemanggilan biasanya melalui pos tetapi kadang 
jika memungkinkan untuk meminimalisir biaya, Pengadilan Agama 
Makassar melakukan pemanggilan melalui faximile dan bahkan 
melalui email. 
Hal-hal yang dikemukakan di atas, sudah sesuai dengan surat 
keputusan Ketua Pengadilan Makassar, Nomor, W.20-
A1/15/KU.03.2/SK/I/2010, tentang Biaya Perjalanan Jurusita/Jurusita 
Pengganti Pengadilan Agama Makassar. Berikut rincian biaya 
sebagaimana dimaksud di atas: 
Tabel 2: 






Sumber Data: Pengadilan Agama Makassar, 2013. 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana 
dikemukakan di atas bahwa penerapan asas cepat, sederhana dan biaya 
ringan sudah terlaksana dengan baik, lebih jelasnya lihat tabel halaman 
46. Selanjutnya penulis akan membahas terkait dengan keterkaitan antara 
pelaksanaan asas tersebut dengan banyaknya jumlah perceraian yang 
terjadi. Sebagaimana diketahui bahwa asas hukum perkawinan 
sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
mengamanatkan untuk mempersulit terjadinya proses perceraian. 
Tentunya hal ini dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya 
perceraian yang dikarenakan emosi sesaat yang di alami para pihak. 
Sehingga perceraian yang dilakukan sebenarnya bukannya menyelesaikan 
masalah, namun malah menjadi penyesalan bagi para pihak.  
Pada penelitian yang dilakukan penulis di pengadilan agama 
Makassar pada tanggal 18 Januari 2013, penulis memperoleh data terkait 
jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar dalam kurun 











Tingkat perceraian di Pengadilan Agama Makassar Tahun 2009-2012 
 
 
Sumber data: Pengadilan Agama Makassar, 2013. 
Berdasarkan grafik tersebut di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 
2009 terdapat 1380 perkara perceraian yang diterima, pada tahun 
berikutnya yaitu tahun 2010 perkara perceraian yang diterima meningkat 
menjadi 1537 perkara sedangkan pada tahun 2011 perkara perceraian 
yang diterima semakin meningkat menjadi 1695 perkara dan pada tahun 
2012 perkara perceraian yang diterima adalah 1818 perkara. 
 Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah 
perkara perceraian setiap tahun dalam kurun waktu empat tahun terakhir 
terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan asas mempersulit 
perceraian tidak berjalan secara efektif. Semestinya sangat diharapkan 
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mengurangi jumlah intensitas perkara perceraian di Pengadilan Agama 
Makassar.  
Pada kesempatan yang sama penulis juga melakukan wawancara 
dengan Bapak Mahmudin selaku hakim pada Pengadilan Agama 
Makassar terkait implementasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan 
apakah memberi pengecualian pada asas mempersulit perceraian, beliau 
mengemukakan bahwa pada dasarnya implementasi terhadap kedua asas 
tersebut dijalankan secara bersamaan sehingga semua asas dapat 
terlaksana dengan baik, dalam pelaksanaannya ketentuan mempersulit 
perceraian tetap dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan-
ketentuan dalam hukum acara. 
Lebih lanjut, penulis melakukan wawancara terkait dengan data 
pengajuan perkara cerai yang cukup tinggi di Pengadilan Agama 
Makassar. Pada kesempatan itu, Bapak Mahmuddin, mengemukakan 
bahwa hal itu disebabkan karena kami memberikan pelayanan dengan 
baik, dan melakukan penyelesaian perkara perceraian dengan cepat, 
sederhana dan biaya ringan.  
Menanggapi hal tersebut di atas, penulis beranggapan bahwa, hal 
ini belum sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang 
yang menentukan bahwa perkara perceraian diselesaikan dengan hukum 
acara yang dipersulit sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Semestinya, asas sederhana, 
cepat dan biaya ringan tersebut diterapkan pada perkara lain selain 
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perkara perceraian saja. Selain itu, untuk  proses beracara pada 
perceraian, harus dilakukan pengecualian dengan maksud mampu 
menekan angka perceraian yang terjadi di Kota Makassar. 
 Selain melakukan wawancara terkait penerapan asas mempersulit 
perceraian penulis juga melakukan wawancara terkait bentuk-bentuk 
tindakan mempersulit dalam menyelesaikan gugatan cerai di Pengadilan 
Agama Makassar, beliau mengemukakan bahwa mereka memiliki lembaga 
mediasi sehingga para pihak diusulkan untuk  damai sebelum melanjutkan 
persidangan, lamanya mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung 
(PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan, pasal 13 ayat (3) dan (4) adalah paling lama 40 hari dan dapat 
diperpanjang paling lama 14 hari kerja atas kesepakatan kedua pihak. 
Dalam praktiknya Pengadilan Agama Makassar memberikan waktu dua 
minggu untuk mediasi dan dapat dipercepat menjadi satu minggu jika 
sudah tidak ada tanda-tanda kedua pihak untuk damai. 
 Selain itu, beliau juga mengemukakan bahwa untuk sidang 
perceraian, tiap kali sidang para pihak tetap dinasehati untuk damai 
sedangkan untuk perkara lain hanya pada sidang pertama saja. 
Selanjutnya beliau menambahkan bahwa pada umumnya perkara di 
Pengadilan Agama Makassar adalah perkara verstek sehingga jika 
tergugat sudah dua kali dipanggil dengan panggilan yang layak dan tetap 
tidak hadir dipersidangan maka sidang dilanjutkan apalagi sidang 
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perceraian hanya memerlukan dua orang saksi sehingga hanya dengan 
dua kali sidang maka perkara dapat diputus. 
 Menurut penulis, Pengadilan Agama Makassar perlu melaksanakan 
PERMA tersebut secara optimal. Mediasi diberi waktu paling lama 40 hari 
agar upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak dapat dilaksanakan 
secara maksimal tapi melihat praktiknya Pengadilan Agama Makassar 
kurang gencar dalam mendamaikan para pihak, malah hanya lebih 
mengutamakan agar perkara cepat selesai dan tidak bertumpuk. Meskipun 
dalam hukum acara terdapat asas sederhana, cepat dan biaya ringan 
bukan berarti perkara perceraian harus putus hanya dalam kurun waktu 
satu bulan tanpa memperhatikan kaidah-kaidah hukum lain yang mengatur 
proses beracara di pengadilan.  
Selain itu dalam PERMA tersebut tepatnya Pasal 3 ayat (2) memuat 
mengenai kewajiban hakim, mediator dan para pihak untuk mengikuti 
prosedur mediasi dan pada pasal 3 ayat (3) memuat bahwa jika tidak 
dilaksanakan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan atau 
154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dengan adanya 
peraturan tersebut Pengadilan Agama Makassar tidak seharusnya mudah 
menyerah dalam mendamaikan kedua pihak melainkan dengan mencari 
upaya-upaya lain untuk mendamaikan para pihak. 
Pada grafik 2 terlihat jumlah gugatan perkara perceraian yang 
diterima Pengadilan Agama setiap tahunnnya. Peningkatan tersebut 
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diakibatkan oleh proses mediasi yang tidak terlaksana dengan baik 
sehingga proses pelaksaan perkara perceraian berjalan dengan cepat dan 
masyarakat pun tidak sungkan mengajukan gugatan perkara 
perceraiannya di Pengadilan Agama maka terjadilah peningkatan gugatan 
perkara perceraian. 
Penulis juga melakukan penelitian dengan menyebarkan kuesioner 
terhadap beberapa responden yang sementara melakukan proses 
perceraian terkait mekanisme beracara di Pengadilan Agama Makassar, 
berikut adalah hasil kuesioner tersebut. 
Tabel 3: 













Penerapan asas sederhana 
Penerapan asas cepat 
Penarapan asas biaya ringan 



























Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa 93 orang responden 
mengatakan mekanisme berperkara di Pengadilan Agama Makassar 
sudah mencerminkan asas sederhana dan 7 orang belum mencerminkan 
asas sederhana sedangkan yang mengatakan bahwa sudah 
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mencerminkan asas cepat yaitu 82 orang dan 18 orang lainnya merasa 
kalau mekanisme berperkara di Pengadilan Agama Makassar belum 
mencerminkan asas cepat dan penerapan asas biaya ringan 78 orang 
menganggap sudah mencerminkan asas biaya ringan tapi 22 orang 
beranggapan belum mencerminkan biaya ringan.  
Saat menanggapi pertanyaan mengenai pelayanan dalam 
penyelesaian perkara perceraian 69 orang beranggapan bahwa pelayanan 
yang diberikan baik dan 31 orang menjawab tidak baik. Seluruh responden 
menjawab iya saat ditanyakan mengenai pengajuan damai oleh hakim 
saat sidang pertama sedangkan pertanyaan mengenai prosedur 
perceraian yang memberi kemudahan bagi para pihak, 81 orang 
menjawab iya dan 19 orang menjawab tidak. 
Berdasarkan hasil kuesioner tersebut penulis berpendapat bahwa 
para responden mengakui bahwa penyelesaian perkara perceraian sudah 
berjalan menurut asas tersebut asas sederhana, cepat dan biaya ringan. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa asas tersebut sudah berjalan dengan 
cukup baik. Namun, cepatnya proses berperkara sedikit banyak telah 
memberi pengaruh pada peningkatan jumlah gugatan perkara perceraian 
di Pengadilan Agama Makassar. Maka dari itu untuk menekan peningkatan 
jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar maka mediasi 
perlu dilaksanakan secara optimal. 
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Perkara perceraian dapat timbul baik dari pihak suami maupun 
pihak istri. Perkara cerai yang diajukan oleh suami disebut cerai talaq 
dengan suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon dan cerai 
yang diajukan oleh  istri disebut cerai gugat dengan istri sebagai 
penggugat dan suami sebagai tergugat.69 Jumlah cerai gugat di 
Pengadilan Agama Makassar dua kali lipat dibandingkan dengan jumlah 
cerai talaq, berikut digambarkan dalam grafik: 
Grafik 3: 
Perbandingan cerai talaq dan cerai gugat Tahun 2009-2012 
 
Terlihat jelas dalam grafik pada tahu 2009 jumlah cerai talaq 429 
perkara sedangkan jumlah cerai gugat 951 perkara. Pada tahun 
selanjutnya yaitu 2010 julmah cerai gugat tetap saja mendominasi dengan 
jumlah 998 perkara dan cerai talaq hanya dengan 539 perkara. Tahun 
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 Aris Bintania.2012.Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha. 
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2011, terdapat 1202 perkara cerai gugat dan 539 perkara cerai talaq. 
Tahun 2012 perkara cerai gugat meningkat menjadi 1249 perkara dan 
cerai talaq menjadi 569 perkara. 
Melihat kondisi ini penulis mempertanyakan faktor yang 
menyebakan hal tersebut dalam wawancara pada tanggal 23 Januari 
2013, Ibu Nur Alam Syaf mengemukakan bahwa itu disebabkan oleh kultur 
masyarakat sekarang yang sudah maju dan berkembang sehingga 
perempuan jaman sekarang sudah mengerti betul apa saja hak-haknya 
dan tidak segan menyelesaikan secara hukum jika hak-haknya dilanggar. 
Apalagi dengan adanya penyetaraan gender dimana posisi wanita tidak 
lagi di bawah pria melainkan sama atau sederajat. 
Penulis menyarankan dalam upaya mengimbangi implikasi 
penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yaitu peningkatan 
jumlah gugatan perkara perceraian di Pengadilan Agama Makassar 
sebaiknya pelaksanaan mediasi perlu dioptimalkan dan perlu dilakukan 
upaya-upaya lain untuk mendukung yakni dengan melakukan kerja sama 
dengan instansi-instansi lain seperti BKKBN (Badan Kependudukan dan 
Keluarga Berencana Nasional) yaitu berupa pemberian bimbingan 
konseling bagaimana membentuk keluarga yang sejahtera. Pengadilan 
Agama Makassar dapat pula bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan 
Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) yaitu berupa penyediaan 
fasilitator  dalam hal ini memberi penyuluhan dalam bidang keluarga 
sejahtera, bidang perlindungan perempuan dan anak, serta dalam bidang 
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pengarusutamaan gender yakni penyuluhan mengenai fungsi, peran dan 
tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam kehidupan berkeluarga 
dan dalam masyarakat. Dengan mengetahui hal-hal tersebut diharapkan 
dapat memberikan pencerahan bagi para pihak yang ingin bercerai untuk 
damai. 
B. Keterkaitan antara Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya 
Ringan oleh Hakim dengan Kultur Masyarakat 
Sistem hukum merupakan suatu keseluruhan yang terdiri dari 
bagian-bagian atau sub-sub sistem, antar bagian yang satu dan yang 
lainnya saling ketergantungan dan tidak tumpang tindih. Dalam teori 
sistem hukum yang dikemukakan  oleh Lawrence M Friedman yaitu:70 
1. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada  
beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para 
polisinya, kejaksaaan dengan para jaksannya, pengadilan dengan 
para hakimnya, dan lain-lain. 
2. Subtansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas 
hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk 
peraturan pengadilan. 
3. Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan 
(keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara 
bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari  warga 
                                                             
70 Achmad Ali. Loc.cit 
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masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan 
dengan hukum. 
Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman mengemukakan bahwa Hakim dan hakim 
konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan 
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa 
kultur yang berkembang dalam suatu masyarakat tertentu merupakan 
salah satu hal penting yang harus menjadi pertimbangan hukum hakim 
dalam memutus perkara, termasuk perkara perceraian. 
Pada pembahasan kali ini, penulis melakukan penelitian terkait 
sejauh manakah hakim pada Pengadilan Agama Makassar menjadikan 
kultur hukum sebagai salah satu pertimbangannya dalam memutus 
perkara perceraian. Pada wawancara yang dilakukan penulis pada  
tanggal 23 Januari 2013, Ibu Nur Alam Syaf yang merupakan hakim di 
Pengadilan Agama Makassar mengemukakan bahwa dalam memutus 
perkara perceraian ia tidak memasukkan kultur hukum masyarakat dalam 
pertimbangan hukumnya tapi kultur hukum masyarakat membantu 
mempercepat jalannya proses peradilan. 
Selain itu Bapak Mahmudin juga mengemukakan bahwa dalam 
memutus perkara perceraian tidaklah mencari siapa yang bersalah dalam 
rumah tangga tersebut tapi dititkberatkan pada apakah rumah tangga 
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tersebut masih layak untuk dipertahankan atau tidak karena perkara 
perceraian itu menyangkut masalah hati. 
Menanggapi komentar tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa 
hakim dalam memutus perkara perceraian tidak boleh menutup mata 
terhadap kultur-kutur yang berkembang dalam suatu masyarakat tertentu, 
termasuk dalam hal ini pada kultur masyarakat Bugis Makassar yang 
cenderung berkarakter keras dan memiliki tingkat emosional yang tinggi. 
Oleh karena itu  hakim tidak boleh berpendapat bahwa perceraian itu 
hanya masalah hati semata, melainkan menurut penulis juga sangat 
dipengaruhi oleh tingkat emosional seseorang dalam mengambil 
keputusan. Sehingga hakim harus mencari tahu betul apakah tindakan 
mangajukan perkara perceraian merupakan hasil oleh pemikiran yang 
matang atau hanya sebatas emosional saja. 
Berikut daftar faktor-faktor penyebab perceraian, sebagai sampel 










Faktor-faktor penyebab perceraian Tahun 2011 
 
Dari grafik di atas terlihat bahwa 75 perkara carai disebakan oleh 
poligami yang tidak sehat. 66 perkara karena krisis akhlak, 71 perkara 
karena kecemburuan, 22 perkara disebabkan oleh kawin paksa, faktor 
kedua terbanyak yaitu 408 perkara karena tidak adanya tanggung jawab, 
174 perkara karena kekejaman jasmani, 25 perkara disebabkan oleh 
kekejaman mental, 9 perkara karena cacat biologis, 156 perkara karena 
gangguan pihak ketiga, yang paling mendominasi dengan 503 perkara 
adalah karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga dan 1 alasan 
lain. 
Dari alasan-alasan perceraian tersebut, jika dibandingkan dengan 
alasan-alasan perceraian yang ada pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 






























1Tahun 1975 tentang Perceraian maka hanya beberapa dari alasan-
alasan tersebut yang dapat dikategorikan sesuai dengan yang tercantum 
dalam peraturan pemerintah tersebut. Krisis akhlak dan gangguan pihak 
ketiga dapat digolongkan dalam Pasal 19 huruf a, kekejaman jasmani dan 
mental termasuk dalam Pasal 19 huruf c, cacat biologis termasuk dalam 
Pasal 19 huruf e, untuk alasan ketidakharmonisan termasuk dalam Pasal 
19 huruf f. 
Lain hal dengan alasan perceraian karena cemburu, poligami tidak 
sehat, kawin paksa, ekonomi, tidak adanya tanggung jawab, alasan 
tersebut kurang sesuai dengan alasan-alasan perceraian yang diminta 
dalam peraturan pemerintah tersebut. Sehingga menurut penulis 
perceraian dengan alasan tersebut masih bisa dicegah dengan 
mengoptimalkan upaya-upaya untuk mendamaikan kedua pihak. 
Selain itu, berdasarkan data tersebut di atas terlihat jelas bahwa 
salah satu faktor yang dominan menyebakan perceraian di Kota Makassar 
adalah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini haruslah 
menjadi pertimbangan hakim dalam memutus sengketa perceraian pada 
Pengadilan Agama Makassar, mengingat bahwa kultur masyarakat Bugis 
Makassar yang dominan berkarakter/ perwatakan keras dan emosional, 
sehingga mungkin saja pengajuan gugatan oleh salah satu pihak hanyalah 
dipengaruhi oleh emosi sesaat saja. 
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Karakter masyarakat Bugis Makassar yang diidentikkan dengan 
karakter yang berwatak keras dan emosional ini berakar dari Masyarakat 
Bugis Makassar yang terkenal sebagai pelaut yang berani sejak dahulu 
kala. Sebagai pelaut yang berinteraksi dengan angin dan gelombang 
lautan, maka sifat-sifat dinamis dari kedua elemen yang selalu bergerak 
tidak mau tenang ikut mempengaruhi jiwa dan karakter masyarakat Bugis 
Makassar.71 
Christian Pelras tidak ragu menilai bahwa orang Bugis sebagai 
orang berkarakter keras dan sangat menjunjung tinggi kehormatan. Bila 
perlu, demi mempertahankan kehormatan, orang Bugis bersedia 
melakukan tindak kekerasan. Namun dibalik sifat keras itu , orang Bugis 
juga dikenal sebagai orang yang ramah dan sangat menghargai orang lain 
serta sangat tinggi rasa kesetiakawanannya.72 
Karena sangat menjunjung tinggi kehormatannya, terlihat bahwa 
masyarakat Bugis Makassar sebenarnya memiliki hati yang halus dan 
lembut sehingga lebih mempergunakan perasaannya daripada pikirannya. 
Masyarakat Bugis Makassar lebih cepat merasa,  begitu halus 
perasaannya sampai-sampai hanya persoalan kecil saat berucap dapat 
menyebabkan perasaan yang lain padanya sehingga menimbulkan 
                                                             
71 http://www.rappang.com/2009/12/mengenal-watak-orang-bugis-makassar.html.  Diakses 
tanggal 27 Januari 2013. 
72
 http://media.kompasiana.com/buku/2012/04/02/mengenal-orang-Bugis-451822.html. Diakses 
tanggal 27 Januari 2013. 
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kesalahpahaman.73 Kesalahpahaman seperti inilah yang memicu 
terjadinya tindak kekerasan. 
Selain itu, tidak adanya keharmonisan dan tidak adanya tanggung 
jawab sebenarnya merupakan bentuk sosial budaya masyarakat yang 
berimplikasi tegas karena ditemukannya kenyataan sebagai berikut:74 
1. Seorang pemuda dan pemudi sekalipun sudah saling mencintai dan 
bertekad menjalin ikatan perkawinan namun karena perbedaan 
status sosial lamarannya ditolak, sehingga mencari pasangan lain 
yang tidak dilandasi cinta kasih yang murni. Akibatnya, perkawinan 
tidak bertahan lama dan berakhir dengan konflik perceraian. 
2. Sering ditemukan perkawinan yang campur tangan orang tua 
sangat kuat, bahkan ada yang sudah kawin tetapi biaya hidupnya 
masih ditanggung oleh orang tuanya karena belum mempunyai 
mata pencaharian yang tetap. Hal ini terjadi karena belum ada 
kekhawatiran orang tua di daerah-daerah kalau anaknya meningkat 
dewasa akan mengganggu remaja putri orang, anak tersebut dapat 
dibunuh oleh keluarga sang remaja putri tersebut disebabkan 
budaya siri’. 
Selain grafik dari Pengadilan Agama Makassar penulis juga 
melakukan penelitian dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat 
                                                             
73
 http://www.rappang.com/2009/12/mengenal-watak-orang-bugis-makassar.html.  Diakses 
tanggal 27 Januari 2013. 
74 Andi Syamsu Alam.op.cit. hlm 78. 
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mengenai perkara perceraian yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Berikut 
tabel hasil kusioner dari 100 responden: 
Tabel 4: 
Hasil kuesioner terkait perceraian yang terjadi di masyarakat 
PERTANYAAN JAWABAN JUMLAH 
Apakah anda memiliki orang dekat 
yang menjadi pemohon/ termohon 
atau penggugat/tergugat? 
ya = 97 orang 
100 tidak = 3 orang 
Apa alasan orang dekat anda tersebut 
melakukan perceraian? 
sering dipukuli = 2 
97 
selingkuh = 4 
tidak diberi uang = 19 
supaya jera, siapa suruh lirik 
perempuan lain = 23 
suka hamburkan uang = 22 
tidak mau dimadu = 14 
sering bertengkar = 13 
Apakah anda mengetahui hasil 
putusan perceraian orang dekat anda 
tersebut? 
cerai = 94 
97 rujuk = 3 
tidak tahu = 0 
Menurut anda apakah putusan 
tersebut sudah baik bagi rumah 
tangga orang dekat anda tersebut? 
ya = 2 
94 
tidak, karena : 
sulit menafkahi anak = 13 
tidak ada yang mengerjakan 
pekerjaan rumah tangga = 17 
kasihan anaknya masih kecil-kecil 
= 27 
sebenarnya masih saling suka = 35 
 
Dari tebel tersebut di atas dari 100 responden terlihat bahwa 97 
orang diantaranya memiliki orang terdekat mereka melakukan perkara 
perceraian. Pada pertanyaan kedua terlihat alasan-alasan orang-orang 
terdekat responden ingin melakukan pern perceraian yaitu sering dipukuli, 
diselingkuhi, hanya ingin memberi efek jera karena sudah melirik 
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perempuan lain, suka menghamburkan uang, tidak ingin dimadu dan 
karena sering bertengkar. 
Terlihat pula 94 responden mengatakan bahwa hasil putusan 
perceraian orang terdekatnnya adalan cerai dan 3 responden menyatakan 
rujuk. Dari 94 responden yang menyatakan orag terdekatnya diputus cerai, 
saat ditanya apakah perceraian itu baik untuk rumah tangga orang 
terdekatnya, hanya 2 responden yang menjawab iya sedangkan 
selebihnya menjawab tidak dengan alasan sebagai berikut: 
1. Sulit menafkahi anak karena sendirian mencaari nafkah; 
2. Tidak ada yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga karena sibuk 
bekerja; 
3. Kasihan anak-anaknya masih kecil; 
4. Sebenarnya masih saling suka. 
Menanggapi hasil kuesioner tersebut penulis berpendapat bahwa 
sebagian besar perceraian tidak bedampak baik pada rumah tangga 
seseorang maka seharusnya hakim lebih jeli dalam melihat alasan 
seseorang ingin bercerai, jangan sampai keputusan ingin cerai yang dibuat 
hanya karena emosi sesaat dan pada akhirnya saat putusan cerai 
dikeluarkam oleh hakim putusan tersebut hanya memberi penyesalan 
pada para pihak. Meskipun perceraian itu diperbolehkan tetapi tetaplah 
merupakan hal yang paling dibenci oleh Allah SWT, maka sebaiknya 
dicegah. 
Seharusnya hakim tidak hanya menjadikan kultur hukum sebagai 
pertimbangan hukum saja dalam mengambil keputusan melainkan juga 
kultur harus diperhatikan bagi pihak pengadilan dalam rangkaian upaya 
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melakukan upaya perdamaian antara pihak yang melakukan  perceraian. 
Hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang mengajukan perkara cerai 


























1. Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada 
Pengadilan Agama Makassar sudah terlaksana dengan baik. 
Bahkan tidak melanggar ketentuan terkait dengan pelaksanaan 
asas tersebut. Cepatnya proses berperkara menyebabkan 
diabaikannya proses mediasi sehingga meningkatkan jumlah 
gugatan cerai yang masuk di Pengadilan Agama Makassar. 
2. Hakim pada Pengadilan Agama Makassar, tidak terlalu 
mempertimbangkan persoalan kultur sebagai pertimbangan dalam 
mengambil putusan. Semestinya, hakim harus memperhatikan 
kultur dan perwatakan masyarakat Makassar, sehingga dalam 
memutus perkara perceraian, untuk alasan ketidakharmonisan dan 
perselisihan pendapat, atau alasan emosional semata tidak diputus 
dengan berakhirnya perkawinan para pihak. 
 
B. SARAN 
1. Untuk meminimalisir peningkatan perkara perceraian perlu 
mengoptimalkan pelaksanaan mediasi maka sebaiknya dilakukan 
kerja sama dengan instansi-instansi lain seperti BKKBN (Badan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) yaitu berupa 
pemberian bimbingan konseling bagaimana membentuk keluarga 
yang sejahtera. Pengadilan Agama Makassar dapat pula bekerja 
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sama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 
Berencana (BPPKB) yaitu berupa penyediaan fasilitator  dalam hal 
ini memberi penyuluhan dalam bidang keluarga sejahtera, bidang 
perlindungan perempuan dan anak, serta dalam bidang 
pengarusutamaan gender yakni penyuluhan mengenai fungsi, peran 
dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam kehidupan 
berkeluarga dan dalam masyarakat. 
2. Seharusnya hakim tidak boleh berpendapat bahwa perceraian itu 
hanya masalah hati semata, maka dari itu hakim dalam memutus 
perkara perceraian tidak boleh menutup mata terhadap kultur-kutur 
yang berkembang dalam suatu masyarakat tertentu dan perlu  
memperhatikan kultur tersebut untuk mendapatkan penyelesaian 
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